BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari
kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak
tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang
tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan
anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena
itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak,
perlu dilakukan.!

Batasan anak anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah
seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang
masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan
bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak

berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yaitu (a) batas antara usia

! Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Graha limu,Yogyakarta, 2015, h. 103.



belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan
(b) seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu)
tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Berdasarkan batasan
usia yang sangat bervariatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang
dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum
mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan
Juvenile Deliquency. Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau
perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial
yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.? Sedangkan Juvenile
Deliquency menurut Romli Atmasasmita merupakan perbuatan atau
tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin
yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang
berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang
bersangkutan.?

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya
dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar

2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, 2017,
h.11.

3 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung,
2013, h. 40.



dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang,
asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku,
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua
asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan
lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan
pribadinya.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa
perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum
stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap
kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut
menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang
menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang
pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang
negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah
laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala
ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya
harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering
terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-
minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta perbuatan kriminil
lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar

hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat



penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam
kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan
dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan
pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi
individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan.
Anak ditindak karena melanggar hukum berarti berusaha memberi
perlindungan kepada warga masyarakat dari gangguan pelanggaran
hukum seperti : pencurian, pemerasan, ancaman dan tindak pidana
lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat
sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan,
pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan
sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan
terhadap pelaku kejahatan di bawah umur diupayakan agar anak yang
dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya, seperti yang
dikatakan Soeaidy Sholeh :

Bilamana hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis
atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat
sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah
tetap di pertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata
demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara
sehat dan wajar.*

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan

untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong

4 Soeaidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarta, 2011, h. 24



masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu
dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui
pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang
mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Kehidupan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi ini, pengaruh
negatif bisa saja masuk melalui pergaulan baik secara tradisional (off line)
ataupun secara moderen (on line) melalui situs jejaring sosial facebook
ataupun twitter. Salah satu pengaruh negatif dari pergaulan global
tersebut adalah perkenalan anak dengan narkotika dan obat-obatan
terlarang. Maraknya peredaran narkotika yang semakin bebas di tengah
masyarakat, maka tidak aneh lagi bila ada sebagaian anak yang
terjerumus kedalam perbuatan bertentangan dengan hukum.

Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana
sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan
hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di
masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua
aturan hukum vyang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak
merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik
dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan,
perawatan dan penanganan khusus.

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-
hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Pemerintah

Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan



terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Perlindungan Anak.

Perspektif peradilan pidana anak, dalam sistim peradilan anak
mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian
hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus
diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sama halnya dengan orang dewasa, ketika seorang anak
berhadapan dengan hukum maka kepadanya juga diancam dengan
hukuman pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka peraturan yang
dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Hukuman yang dijatuhkan sama
dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan
pengecualian hukuman mati.

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan
baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak
khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam
Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan
untuk anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili



pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun.

Secara tertulis dalam hukum pidana Indonesia tidak pernah
dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai
landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan
hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi
karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai
pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Dasar
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak
yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta
dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan
para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan
dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan
subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social
Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian
hukum atau pertimbangan non yuridis.®

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam
mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan
hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan
psikologi. Perkembangan anak ditinjau dari sisi sosiologis, maka dasar

yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana

5 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2019. h.
93



adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.
Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai
manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk
melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong
oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna
selayaknya orang dewasa. Anak nakal cenderung berasal dari keluarga
yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-
orang terdekatnya yaitu keluarga.®

Aspek berikutnya adalah social justice, dimana hakim tidak hidup di
singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat
lingkungannya yang bersifat heterogen. Hakim dalam menegakan hukum
positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan sosial (law in action),
sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi
memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut
juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat
sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah
yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan
dengan perbuatan yang dilakukan.’

Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk
itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri

hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara

® Ibid. h. 94.
" Ibid. h. 95.



dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-
hak anak.

Anak yang harus dilakukan proses hukum maka tentunya kurang
adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama
dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan
dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus
dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa
anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam
menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul
memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-
undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan
pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang
masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan
akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang
berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim
dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan
bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak

yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk
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terus tumbuh dan berkembang sebagi generasi penerus bangsa, dalam
konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyelesaian
Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh
Penyidik Dalam Bentuk Diversi (Studi Di Kepolisian Resor Deli

Serdang )”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan
penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam bentuk diversi
di Indonesia?

2. Bagaimana implementasi restorative justice terhadap anak pelaku
tindak pidana oleh penyidik dalam bentuk diversi di Kepolisian Resor
Deli Serdang ?

3. Bagaimana upaya dan hambatan pelaksanaan restorative justice
terhadap anak pelaku tindak pidana oleh penyidik dalam bentuk diversi

di Kepolisian Resor Deli Serdang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari

penelitian ini adalah:
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1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum restorative
justice dalam bentuk diversi di Indonesia

2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi restorative justice
terhadap anak pelaku tindak pidana oleh penyidik dalam bentuk diversi
di Kepolisian Resor Deli Serdang.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya dan hambatan
pelaksanaan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana
oleh penyidik dalam bentuk diversi di Kepolisian Resor Deli Serdang.

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat Akademis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan
restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana oleh penyidik
dalam bentuk diversi serta dapat menambah bahan-bahan
kepustakaan.

b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya tentang
pelaksanaan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana
oleh penyidik dalam bentuk diversi.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori

tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang

menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
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b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan
restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana oleh penyidik
dalam bentuk diversi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk
mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan
kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas
masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.?

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa
penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum

untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.
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melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan
atas kekuasaan (machtsstaat).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila
memenuhi  unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius  Stahl
mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2) Adanya pembagian kekuasaan.

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.®

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah
nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi
tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang
artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep
pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan
Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan
negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi
tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai
dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap
manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula
peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

® Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium Ul
Jakarta, 2016, h. 24.
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Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum
(rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Di dalamnya
terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi
hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan
kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam
Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak
memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,
serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh
karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan,
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Teori Perlindungan Hukum.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi
penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,
menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak
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harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara
optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa,
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib
diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat
hukum.°

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan
anak.!'! Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek vyaitu
berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut
pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara
wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan
demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan
anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan

jaminan bagi perlindungan anak.!?

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu

usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat

10 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

11 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013,
h. 222

12 Ibid. h. 33.
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melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.®
Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan :

Untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk
yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak
dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak
yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat
ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan
kewajiban.'4

Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian
hukum perlindungan anak dengan pengertian jengdrecht dan kemudian
mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi
mereka untuk berkembang.

2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam :

a) Ketentuan hukum Perdata
b) Ketentuan hukum Pidana
c) Ketentuan hukum acara.'®

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat

dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam

proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh

hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

13 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2028.
h. 18-19

14 Maulana Hassan Madong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan
Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020, h. 41

15 Ibid, h. 41.
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1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak

3) Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan
melawan hukum

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa
depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya.

2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 — 18
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.16

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan
hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus
mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1 Jman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21



18

meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
dilaksanakan melalui:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak.

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga

7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa

dan untuk menghindari labelisasi.'’

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi
sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat
adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia
dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi
muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu
sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi

anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap

17 Marlina, Op.Cit, h. 209.
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kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.
Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap
ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu
tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,
stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan
melalui bantuan hukum.
c. Teori Restorative Justice/Diversi

Teori retributif merupakan salah satu teori pemidanaan yang
berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada
kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua teori pemidanaan
tersebut ternyata dinilai tidak efektif juga dalam memberikan efek jera
kepada pelaku tindak pidanan. Sebagai rekasi terhadap kegagalan kedua
teori di atas munculnya teori restorative Justice. Teori retributif berangkat
dari pemikiran mengapa diadakan pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana. Dengan demikian sanksi pidana bersumber dari tujuan pemidanan
itu sendiri. Unsur pembalasan lebih ditekankan pada teoriretributifyaitu
sanksi pidana yang bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan.

Terkait dengan keadilan restoratif alternatif penyelesaian perkara
pidana Eva Achjani Zulfa menjelaskan :

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang

merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan
menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban
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yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada
sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. 8

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Muladi sebagaimana
dikutip M. Taufik Makarao, menjelaskan bahwa :

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan
atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan,
kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusivenes” dan
berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem
peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan
menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk
mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana
apabila focus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak
pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan
pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab,
kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan
masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif,
mendorong kerjasama dan reintegrasi.*®

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebuah konsep
pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana
dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan
korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem
peradilan pidana yang ada pada saat ini.?°

Restorative justice juga termasuk proses penyelesaian yang

dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system)

dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku,
masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu

tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan
penyelesaian.?!

18 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 2009, h. 3.

19 M.Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Peminaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2013, h 27

20 Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, 2009, h. 65.

21 | Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, R.A.De.Rozarie,
Surabaya, 2013, h.36.
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Tujuan utama restorative justice adalah perbaikan atau
penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka
yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan
rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice juga
bertujuan merestorasi  kesejahteraan masyarakat dengan cara
menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada
korban atas tindakannya.

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku ,

untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan

pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat
dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan
pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga
harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah, begitu pula korban
dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental
mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada
pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku
harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas
tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf,

sedangkan pihak korban mau memaafkan. %2

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang
harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam
menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena
berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang
dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih
merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku.

Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum

anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan

22 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang
Grafika, Yogkyakarta, 2013, h. 161
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kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak
pidana.?®

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion”
pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan
peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di
Amerika serikat pada tahun 1960.?* Pengertian diversi terdapat banyak
perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversi
menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Junvenile Deliquence a
Sosiological Approach, yaitu diversi adalah sebuah tindakan atau
perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana
anak keluar dari sistem peradilan pidana.?®

Diversi dan restorative justice (keadilan restoratif) adalah dua
konsep yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam
penanganan perkara anak,

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan

pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasai

terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak

dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke

luar sistem peradilan pidana.?®

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem

peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku

tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan

23 |bid.

24 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum
Pidana. USU Press, Medan, 2010, h. 10

25 |bid, h.10-11.

26 |bid, h.11.
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seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan
anak inilah yang membawa aparat penagak hukum untuk mengambil
wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan
istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal. %’

Menurut sejarah hukum Amerika Serikat pengertian diversi adalah
memberikan jalan alternatif kepada anak yang diproses pada peradilan
orang dewasa atau yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.
Diversi di Amerika Serikat dikemukakan juga dengan istilah neighborhood
program. Program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak beresiko
tinggi beradadalam sistem peradilan pidana daripada anak lain (anak
tertentu) untuk memeberikan tindakan alternatif diversi dari pengadilan.?®

Menurut Romli Artasasmita menyebutan diversi yaitu kemungkinan
hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan
perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan
dimuka sidang. Kata diversi berasal dari bahasa inggris Diversion yang
berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia
Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah,
disesuaikan dalam bahasa indonesia menjadi Diversi. Konsep diversi
tertuang dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi telah muncul lebih dari dua puluh

tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.?®

27 Ibid, h.12.

2 Son Haji et al, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam
Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira
Ummabh, vol. 13, No. 1 (March 17, 2018), h.80.

2 gyahrial Effendi et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses
Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. Vol. 6, No. 2 (May 20,
2020), h.49.
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Istilah diversi didalam pelaksanaan telah ada sebelum tahun 1960
ditandai dengan berdirinya peradilan anak (children’s courts) sebelum
abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan
formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning).*°
Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dapat dilihat
dari pengaturan diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum
dalam menangani perkara anak, dimulai dari pengaturan dalam KUHAP
serta pengaturan secara khusus terhadap aparat penegak hukum itu
sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

1) Untuk menghindari anak dari penahanan;

2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;

3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan

oleh anak;

4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi

korban dan anak tanpa harus melalui proses formal

6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari
proses peradilan.3?

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk
memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan
tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk
memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak
masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya
tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping

pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.

30 Marlina, Op.Cit, h.10
31 |bid, h.13.
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Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (sosial control orientation), yaitu
aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab
pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada
persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima
tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya
kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (sosial service
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri,
memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan
keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk
memberikan perbaikan atau pelayanan.

3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or
restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi
kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan
masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku
dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait
dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan
pada pelaku.??

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini agar tidak terjadi

pemaknaan ganda dalam penelitian adalah :

32 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009,
h.83-84
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a. Penyelesaian perkara adalah suatu penyelesaian perkara yang
dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi
(pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).=3

b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang
menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman). 34

a. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.*®¢ Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap
seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud
dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum
sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak
tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang
subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan
anak itu.

b. Restorative Justice adalah proses penyelesaian terhadap tindak
pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah

antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan

33 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h.70.

34 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011,
h.96-98

4 pPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna
memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.3®
c. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan
d. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan
untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak yang terlibat
(pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) dilibatkan dalam proses
penyelesaian perkara, dengan tujuan pemulihan dan bukan
pembalasan
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum
ditemukan penulisan hukum tentang Penyelesaian Perkara Pidana Anak
Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Bentuk
Diversi (Studi Di Kepolisian Resor Deli Serdang) Namun dalam
penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum
yang terkait dengan restoratif justice sebagai bentuk perlindungan hukum
terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang
mengakibatkan kematian, yaitu :
1. Tesis Marudut, NIM : 20.741010.67, Mahasiswa Program Studi limu

Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

35 Barda Nawawi Arief Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h,. 58
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Tahun 2021, dengan judul : "Restorative Justice Oleh Kepolisian
Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong
Melalui Media Sosial Saat Pandemi Covid 19 Di Indonesia”. Rumusan
masalah dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian
tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial di
Indonesia ?

b. Bagaimana peran kepolisian menerapkan restorative justice dalam
penyelesaian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui
media sosial saat pandemi covid 19 di Indonesia ?

Tesis Munawara, NIM : P0902211006, Mahasiswa Program Studi lImu

Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makasar, Tahun 2019, dengan judul : "Pendekatan Restorative Justice

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di

Kota Makassar”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

a. Sejauhmana pendekatan restorative justice dalam penyelesaian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ?

b. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak
yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice ?

Tesis Arilasman Cornelius, NIM : 1910622060, Mahasiswa Program

Studi llmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2021,

dengan judul : " Penerapan Restorative Justice dalam Undang-Undang
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Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus Anak/2019/
PN.Jkt.Brt)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimana faktor Penghambat Penuntut Umum dalam
penyelesaian perkara anakyang berhadapan dengan hukum
dengan menerapkan diversi ?

b. Bagaimana solusi bagi penuntut umum dalam penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan
menerapkan diversi ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang
dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok
bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di
atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni restoratif justice sebagai
bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian tesis ini
berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,® maksudnya adalah
penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah,

menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana

%Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
2016, h. 8.
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pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu
dengan jalan menganalisanya.®’” Analisis terhadap aspek hukum baik dari
segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan
hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif
yaitu “suatu penelitan yang menempatkan norma sebagai obyek
penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,
norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”®. Disebut juga
penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan
data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian
hukum yang bersifat kualitatif”.3°.

2. Metode Pendekatan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.*°

87 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 43.

%8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

3°Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2018,
h. 10.

40 |bid, h.96
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b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),*! dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Data diperoleh melalui
beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-
undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal
serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak

pidana perikanan.

41 Ibid, h. 95
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b. Wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli di bidangnya
dan akan diolah menjadi data sekunder bahan hukum sekunder.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan ditelit. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.*> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah
data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang
sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,
sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat*® peraturan
perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 39.
43 Bambang Sunggono, Op.Cit.,h. 185.
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Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 153
b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan
dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet,
bibliografi dan sebagainya.
5. Analisis Data
Analisis data adalah “suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori
substantive”.** Menemukan teori dari data tersebut maka digunakan
metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah.%®
Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan
secara kualitatif artinya “menguraikan bahan-bahan hukum secara
bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak

tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-

44Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.104
45Lexy J Moleong, Op.Cit, h.6.
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bahann hukum dan pemahaman hasil analisa’.*® Komprehensif artinya
“dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan
lingkup penelitian”.4’

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka
penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu “suatu
cara berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat

umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”.*8

46Zainuddin Ali, Op.Cit, h. 106.
47 1bid, h.107.
48gyarifudin Anwar, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40.



BAB I

PENGATURAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM
BENTUK DIVERSI DI INDONESIA

A. Pengaturan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak
yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk
menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat
dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.*® Restorative
justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya
yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup.

Definisi yang dikemukakan Tony F. Marshall sebagaimana dikutip
Marlina tersebut sangat membantu dalam membahas restorative justice
meskipun definisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan :
siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam
pelanggaran (parties with a stake in the offence); bagaimana mereka
mencapai penyelesaian bersama (collective resolution); apakah maksud
dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (deal with the aftermath of
the offence); dan apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan
datang yang perlu dipertimbangkan (implications for the future).>

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan
masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai

dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak

4 Marlina, Op.cit., h. 170
%0 |bid., h. 171
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hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilainilai dan norma yang
ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori
masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma
hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak
harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan
yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum
memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal
tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum
cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek
hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak
adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa
dan Negara serta generasi penerus umat manusia.

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan
untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial.>* Perbuatan pelanggaran norma, baik norma
hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut
dengan juvenile delinquency, hal tersebut cenderung untuk dikatakan
sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras
bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai

penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh

5IMaiding Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit, h. 33
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tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa
menjelang kedewasaannya.

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep
pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal

policy);
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana
(non-penal policy).%?

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu
pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat
dikatakankeduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan
kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana
maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih
menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana
non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak
diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif
dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang
nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam
menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non-penal yang
dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang
dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian restoratif

justice.

52A. Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan,
Bandung, 2011, h. 3- 4
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Proses penanggulangan anak pelaku tindak pidana dilakukan
secara penal dan non penal, secara penal yaitu dengan cara penerapan
sanksi pidana dan secara non penal dengan tindakan diversi oleh
penegak hukum dan penyelesaian di luar peradilan formal dengan
restoratif justice.>

Konsep restoratif justice merupakan teori keadilan yang tumbuh
dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan yang
terdapat di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada
sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum
dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.>

Indonesia memiliki pengaturan mengenai restoratif justice yang
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan
restoratif (restoratif justice) merupakan penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan.

Pengertian di atas meyatakan bahwa restoratif justice memiliki
hubungan yang erat dengan diversi yang mana mempunyai tujuan yang

sama Yyaitu mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan formal ke

53 Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, Jurnal
Media Hukum, Vol.25 No.1 Thn 2018, h,27
% Ibid, h. 29-30
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dalam peradilan non-formal dengan cara melibatkan pelaku, korban,

keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa

atau hakim melalui suatu bentuk penyelesaian win win solution yang

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan

pembalasan.

Ada 5 (lima) prinsip dalam restoratif justice, yakni :

1.

Restoratif justice mengandung partisipasi penuh dan
konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan
secara aktif dalam perundingan untuk menemukan
penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka
kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa
terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut
duduk bersama memecah persoalan itu;.

Restoratif justice mencari solusi untuk mengembalikan dan
menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk upaya
penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang
menimpanya.

Restoratif justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh
bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui
semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya
tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain

Restoratif justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai
warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini
terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan
mengadakan rekonsilisasi antara korban dan pelaku serta
mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan
masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari
masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah

Restoratif justice memberikan kekuatan kepada masyarakat
untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang
kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan
masyarakat, tetapi kejahatan juga dapat memberikan
pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang
sebenarnya bagi semua masyarakat.>®

55 Marlina, h. 74-75
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Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, tidak terlepas dari
pertentangan antara dua pendekatan dominan dalam menangani juvenile
delinquency, vyaitu pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan
keadilan (yang lebih tua) dan juga mencerminkan perubahan atau
dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan respon terhadap
pelaku pelanggaran wusia anak. Jika pendekatan kesejahteraan
merepresentasikan keinginan Pengadilan untuk mendiagnosa masalah
utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan
memperlakukan anak tersebut seperti mengobati anak, pendekatan
keadilan merepresentasikan perhatian tradisional dari hukum yang
bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menurut derajat atau
keseriusan atas akibat yang ditimbulkannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat mendorong
penggunaan metode restoratif justice dalam peradilan anak. Penerapan
prinsip Restoratif justice ini agar keseimbangan dalam masyarakat tidak
terganggu, sehingga gangguan kepentingan pelapor, korban dan
masyarakat itu terpenuhi.*!

Manfaat restoratif justice antara lain untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya
menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum,
membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat
pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki

kerusakan yang telah dilakukan, membantu meminimalkan tingkat

4“Rizky Rudi, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Rechtvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, h.5.
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kejahatan karena tujuan utama Restoratif justice adalah pemulihan
sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.*?

Restoratif justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang
berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk
memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat
dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana Restoratif
justice itu diterapkan.®® Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu
kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratifsebagai nilai dasar
yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini
disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan
pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian
perkara pidana tersebut dalam masyarakat Karena kelemahan dari
peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan
masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan
keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian
perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan
restoratifperan aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran
pelaku.

Restoratif justice berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam
beberapa hal.

1. Melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja

mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata,

namun memahami bahwa pelaku merugikan korban,
masyarakat bahkan dirinya sendiri.

42 |bid
% |idya Rahmadani Hasibuan, Op.Cit, h. 7
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2. Restoratif justice melibatkan banyak pihak dalam merespon
kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan
dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan
masyarakat.

3. Restoratif justice mengukur kesuksesan dengan cara yang
berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang
dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian
yang dapat dipulihkan atau dicegah.®’

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak
adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka
pendekatan Restoratif justice adalah salah satu alternatif yang dipandang
baik dalam mencapai kepentingan tersebut. Restoratif justice merupakan
usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar
Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH),
Restoratif justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak
harus diperhatikan. Dalam prosesnya, Restoratif justice tersebut akan
melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil
masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak
secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan
putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih
mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari
anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum

(AKH) yang dapat diselesaikan dengan model restoratif justice.

1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan
pelanggaran lalu lintas.

7 Ibid, h.13
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2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan
residivis.
3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa
manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius
yang menyangkut kehormatan. Namun, apabila seorang anak yang
dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya
karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, tidak
usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati.
Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu
menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-apa
jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (mengambil sikap
sendiri).58
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya
pelaksanaan Restoratif justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak
harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua,
karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Tegasnya, restoratif justice adalah hanya sebagai upaya untuk
mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu
bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir’ terhadap perkara-perkara anak yang
ringan saja.

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan

yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat

yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap

%8 |bid, h. 16



44

pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi terdiri
dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian,
penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman,
penggelapan, narkoba dan tindakan asusila.

Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang
dilakukan oleh anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dapat
memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah
dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia
yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses
hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai
dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan
yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim.
Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh
undang-undang untuk melakukan penahanan.

Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi
tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk
dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan
kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan
anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan
menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh
kembanganak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin

pintar dalam melakukan tindak kejahatan.
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Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan dalam
memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak
pidana kekerasan merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai
pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan-
pendekatan yuridis undang-undang dapat menjadi tolak ukur untuk
mengambil suatu kebijakan pidana (penal policy).5°

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, diubah Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan
anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya
serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan
Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota
United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan
bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa
dan generasi penerus.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan
upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan
suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem
peradilan pidana anak, mengacu dengan peraturan perundang-undangan

yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat normative

%9 Ulang Mangun Sosiawan, Op.Cit, h.85.
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yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan
pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari
jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.®°

Kartini Kartono menyebutkan upaya penanggulangan kenakalan
anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif dapat
berupa meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan,
mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki
tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, mendirikan
sekolah bagi anak miskin, menyelenggarakan diskusi kelompok dan
bimbingan kelompok, dan sebagainya.5?

Tindakan penghukuman antara lain berupa menghukum mereka
sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa
menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri dan
tindakan kuratif, antara lain berupa menghilangkan semua sebab-sebab
timbulnya kejahatan, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan
mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi
perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja,
memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin, dan
sebagainya.®?

Persoalan pemidanaan anak dari kasus yang terjadi di Indonesia

sudah sangat memprihatikan bahkan sudah harus menjadi perhatian

60 |bid, h.86.
61 Kartini Kartono, Op.Cit, h.63.
62 |bid, h.94.
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serius, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan sampai dengan
pemidanaan anak cenderung terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia
(HAM), karena anak menjadi tidak terlindungi dan tidak terpenuhinya hak-
hak anak, hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang yang
dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
anak-anak Indonesia yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Pengadilan Anak.

Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam penjara
dan juga sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan
atas perkara tersebut. Hampir dipastikan bahwa putusan Hakim akan
memberikan putusan berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, hal ini
tentu akan membuat hak-hak si anak tidak terpenuhi seperti hak untuk
mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan, dan lain
sebagainya dan dengan hilangnya kemerdekaan si anak akan
mempengaruhi tumbuh kembang si anak, belum lagi stigma yang melekat
pada si anak setelah proses persidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Undang-Undang Pengadilan Anak
sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan
kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru yaitu dengan diterbitkannya Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 2 (dua) tahun

setelah diundangkan yaitu tahun 2014.
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Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara
tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari dan
menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak yang berhadap dengan hukum dan diharapkan
anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan anak yang
masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya akan dikenai
tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas)
tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana.

Keadilan restoratif sendiri menurut Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan
pembalasan.

B. Penerapan Restoratif Justice Dalam Bentuk Diversi Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan
tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak.
Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses
formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para
ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan

mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran
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hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana
dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.
Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam
istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.53

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional
sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang
berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan Ilebih
menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa
ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak
tersebut.5

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses diluar peradilan pidana. Marlina menyatakan “Diversion is attempt
to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem
(diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku
tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).5®

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan
yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama Kkali

menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa

6 Syahrial Effendi, et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses
Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Dairi. Vol. 6, No. 2 (May 20, 2020,
h.80

64 Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk
Rasa,” De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum, vol. I. No. 1 Januari-Juni, March 4, 2016, h.45

% Marlina, “Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
dalam SistemPeradilan Pidana Anak”, Jurnal Equality,Vol. 13. No.1 Februari 2008, h.6
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kurungan.®® Tujuan utama teori diversi adalah menghindari dan
menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan
diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar.5’

Proses Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana tidak mempunyai
syarat khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas pengaturan
nya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sisitem
peradilan pidana anak.®® Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu
tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan
kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas
dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum
dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif
dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan
dan pemaksaan.5°

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian
hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi
mendidik kembali dan memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari
eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila
dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada

kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana

% Setia Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 58.

57 R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di IndonesiaSinar Grafika,Jakarta,
2016, h.48.

% Syahrial Effendi, Op.Cit, h.81

% Ibid, h.83.
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melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya
daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan
stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga
lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. ©

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan
anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan
kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan
pemenuhan hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights
based approuch). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk
memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua
menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan
khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum
maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental,
moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan
kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi
Hak Asasi Manusia (General Comments Human Rights Committee)
khsususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi
melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak
dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (parental

separation or divorce).

0 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.
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pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi
penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya
pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu Anak-anak dianggap belum
mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat,sehingga sudah
sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan
pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Bila
dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah
dibina dan disadarkan.™
Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:
1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversi dilakukan baik
pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di
Pengadilan Negeri. Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan,
Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi.
Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (null
and void).”

Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas

tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur

L Anjar Nawan. Konsep Diversi dan Restorative Justice, iunduh melalui
https://anjarnawanyep.wordpress.com,diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 15.40
2 Dahlan Sinaga, Op.Cit., h. 37
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12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
(delpan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim
berkewajiban mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)
tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan
subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih
terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal’,
karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai
pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.’

Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation),
yaitu apparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam
tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat
dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang
diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya
dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku
oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social
service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk
mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan
pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat
mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau
pelayanan.

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (ballanced
or restorative justice), yaitu melindungi masyarakat, memberi
kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban

3 Ibid, h.38.

74 Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam
Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2018,
h.4
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dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersamaantara
korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaaanya semua pihak
yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai
kesepakatan tindakan pada pelaku.”

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek
negatif pemeriksaan konfensional peradilan pidana anak terhadap anak,
baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap
jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan,
dan kepada anak tersebut dikenakan program diversi. Tindakan diversi
dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan

maupun pembina lembaga pemasyarakatan.

Penerapan diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan
dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak.
Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversi dapat membuat
kegagalan pelaksanaan diversi di setiap tingkatan yang ada. Petugas
harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara
pendekatan persuatif dan menghindarkan penangkapan dengan
menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan
diversi.”® Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang

dari apparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk

S Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, USU Press,
Medan, 2010, h. 15.

6 Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan
Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak, R.A.De.Rozarie, Surabaya:
2013, h. 36
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mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara,
mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.”’

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara
tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan
maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanski
pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan
maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna
kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan
hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa
depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa
dilakukan diversi khusunya bagi tindak pidana anak karena untuk
mewujudkan kesejahtraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat
memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih
dari catatan kejahatan dan tidak enjadi resedivis.

C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani
pelanggran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal.
Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar
belakangi keinginan menhindari efek negatif terhadap jiwa dan

perkembangan anak oleh eterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

""Marlina,Op.Cit, h.1.
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Pelaksanaan diversi oleh apparat penegak hukum didasari oleh
kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.”®

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif
atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-
anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi sendiri berupaya
memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak
pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian
hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi
mendidik kembali dan memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari
eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila
dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada
kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya
daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan
stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga
lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Untuk mencegah adanya stigmanisasi pada anak yang berkonflik
dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

mengatur tentang diversi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan

8 Ibid, h.35.
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Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile Justice.”

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan
suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang
baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya
masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak
yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat
penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, tidak
hanya dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau
pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan
bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan
intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white collar
crime” lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam
antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional,
bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi
yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat
bervariatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3
bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana
anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan

rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan

® Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 64
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bahwa dalam system peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan
pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala
aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus
didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan
kepentingan anak. Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak
tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan
menerapkan Restorative justice.Restorative justice dilaksanakan untuk
mencapai keadilan restroatif.

Restorative justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model
peradilan konvensional. Restorative justice mempunyai prinsip-prinsip
sebagai berikut:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan oleh kesalahan

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan
kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa
bersalahnya secara konstuktif

3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan
teman sebaya

4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan
masalabh;

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan
dengan reaksi sosial yang formal.8°

Program diversi dapat menjadi bentuk Restorative justice jika
mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,
memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang
dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberikan

kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses dan memberikan

80 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi. Nusa Media,
Yogyakarta.2017, h.38
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kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungandengan
keluarga serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan
penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi
yaitu:

1. Kepentingan korban;

2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

3. Penghindaran stigma negatif;

4. Penghindaran pembalasan;

5. Keharmonisan masyarakat;

6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 8!

Dalam melakukan diversi, beberapa hal penting harus dijadikan
pertimbangan oleh para penegak hukum. Dimaksudkan dengan penegak
hukum di sini, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Adapun hal-hal
penting dalam melakukan diversi yang wajib diperhatikan penegak hukum
tersebut mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian
kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan
masyarakat. 8

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan

korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

81 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.

82 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.
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Terhadap prinsip  kesapakatan dimaksud, terdapat beberapa

pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) berikut:

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan orban dan/ atau

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali

untuk :

1. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran;

2. Tindak Pidana ringan;

3. Tindak pidana tanpa korban;

4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi
setempat. &

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku
kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat
menjadi pertimbangan implementasi diversi perlu dicermati. Beberapa
faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversi, dapat
dikemukakan sebagai berikut :

1. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar

belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.

2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.

3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.

4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui

dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.

5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan

tersebut.

6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta
maaf pada korban.

Dampak perbuatan terhadap korban.

Pandangan korban tentang metode penanganan yang
ditawarkan.

© N

8 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.
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9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah
diterima oleh pelaku anak.
10.Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus
dilakukan. 8

Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversi pada tahap
penuntutan tersebut terdiri dari penuntut umum, anak dan
orangtua/walinya, korban atau anak korban dan orangtua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional. Faktor-
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi diversi Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus
mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian
kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dukungan lingkungan
keluarga dan masyarakat.®

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental
dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak
yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang
didasarkan pada asas—asas perlindungan anak yang dimuat dalam
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi;

Sistem Peradian Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

a. Perlindungan;

84 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.

8 Wawancara dengan AKP Dodi Martha, Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Deli Serdang pada hari Senin 28 April 2025, pukul
10.00 Wib.
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b. Keadilan;

c. Nondiskriminasi;

d. Kepentingan terbaik bagi anak;

e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

f. Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;

g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

h. Proporsional;

I. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
j. Penghindaran pembalasan.

Dilihat dari prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak diperlukan proses
penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, yaitu diversi. Pada
prinsipnya pendekatan ini didasari dua faktor yaitu anak dianggap belum
mengerti benar kesalahannya yang telah diperbuat sehingga sudah
sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan
pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan bila
dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah
dibina dan disadarkan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan
persuasive atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan
kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.®® Dengan ini diversi

berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik

86 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 13
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dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan
menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan
menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk
memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara
yang memunyai otoritas penuh.

Prinsip keadilan tetap dijunjung dalam penegakan hukum tidak
terkecuali saat penerapan prinsip diversi. Proses ini pada dasarnya
dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan dari proses
pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara
musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal
baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan
penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat
diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan
keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode
restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak anak
yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan
mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat
berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam
musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan
jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau
guru.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah

adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku
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beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui
muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses
peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang
dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat
penegak huku yang memunyaai niat, minat, dedikasi, memahami masalah
anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan
dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip
dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam
undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di
rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus
ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak harus
tetap bersekolah dan mendapatkan hak hak asasinya sesuai dengan i
agar anak dapat menyongsong masa depan yang cerah karena
pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap
masa depan bangsa dan Negara.

Model restorative justice juga berlandaskan dengan due process
model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangast menghormati
hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan
diperlakukannnya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan
belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk
mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah

dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum.
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Anak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya
selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan
korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun, demikian tetap harus
memerhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu,
anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan
penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat
dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak anak yang telah
divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja
sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian,
pada model restorative justice proposionalitas penghukuman terhadap
anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan
ketentuan The Beijing Rules dan dalam peraturan peraturan PBB bagi
perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius
untuk menghindarkan anak anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak
anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak
haknya sebagai tersangka, dan hak haknya sebagai anak. Oleh karena
itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi
diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus kasus anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga praktik praktik negatif dalam sistem
peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi. Hal ini menjadi prinsip
mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, tujuannya
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip
diversi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru

yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.



